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I. UMUM  

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-

undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Undang-Undang 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada 

pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara 

hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan 

atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.  

 Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di 

Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan 

yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan 

terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memastikan keberlanjutan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan hingga 

Pemantauan dan Peninjauan. 
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Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, 

terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang 

ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan 

Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam 

suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk 

memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan 

pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan 

Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam 

proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Angka 2 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Angka 3 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perjanjian 

internasional tertentu” adalah perjanjian 

internasional yang menimbulkan akibat yang 

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 

yang terkait dengan beban keuangan negara 

dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan 

perubahan atau pembentukan Undang-

Undang dengan persetujuan DPR. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Angka 6 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun 

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 8 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Angka 9 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
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Angka 10 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Angka 11 

Pasal 71A 

Cukup jelas. 

 

Angka 12 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dianggap 

layak untuk mempersiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan 

Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden 

sampai dengan penandatanganan, pengesahan 

Undang-Undang oleh Presiden dan 

penandatanganan sekaligus pengundangan ke 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Angka 13 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Angka 14 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Angka 15 

BAB  XA 

Cukup jelas. 
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Angka 16 

Pasal 95A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan 

terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh 

DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95B 

Cukup jelas. 

 

Angka 17 

BAB  XIIA 

Cukup jelas. 

 

Angka 18 

Pasal 99A 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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